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ABSTRACT

SRI RANTI A SI10. EI117069. THE ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE
FUND MANAGEMENT AT DILONIYOHU IN BOLIYOHUTO SUBDISTRICT
OF GORONTALO DISTRICT

The research aims af finding and analyzing the accountability of Village Iunds
Management at Dilonivohu in Bolivohuto Subdistrict of Goromalo District. The
research applies a descriptive qualitative approach. There are four informanis taken
into the research and directly related to the core of the issue being studied. The result
of the research indicates that the fund management at Diloniyohu has reflected the
values of accountability as stated in the Regwlation of the Ministry of Home Affairs
Number 113 of 2014 regarding the accountability of village fund planning, allocating,
and reporting. The local village assembly is an important forum in conducting
accountability and transparency-related activities regarding actions (o carry out the
village programs. Through the forum, the local community is able to share ideas and
evaluate the local village authority from the planning to the reporting. However, the
community participation is still considered low especially when it comes to gelvilies

on planning and acconuntability reporting of the local village program gegNrperalL™
the financial condition of the village. On numerous occasions, misinfong
the local community of the village to question the programs during
programs are running. Besides that, the level of undersianding of the
still considered very low, and therefore the village government of Dilongy
to socialize the programs when accepied by the local community. '

Keywords: accountability, village Sfund allocation, Diloniyuhu
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat
istiadatnya akan tetapi, dalam PP nomor 72 tahun 2005 keberadaan desa hanya
dalam daerah kabupaten. Berdasarkan peraturan tersebut desa di artikan sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaya yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Peran, fungsi dan kontribusinya menempati possi yang strategis. Alasan desa
merupakan unit penting bawah yang harus mendapat perhatian dari negara dan
birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita paling banyak tinggal di desa dan
banyak masalah yang bisa diatasi dari unit wilaya di pedesaan, sehingga kalau
ingin mencari ukuran yang tepat apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak,
adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling
relevan untuk di pelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Desa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan
hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai
pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003: 3)



Berdasarkan era otonomi daerah yang telah menitik beratkan pemberdayaan
masyarakat dalam Pemerintahan Republik Indonesia menjadi sangat penting
bahwa pemerintah desa harus berhadapan langsung dengan masyarakat, sukses
tidaknya pencapaian dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan desa
tersebut tergantung pada sistem kinerja dalam mengimplementasikan peranan
sebagai masyarakat yang baik.

Desa memiliki hak dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban dalam
mengelolah kemampuannya agar dapat memiliki daya saing yang baik dan
akuntabilitis. Menurut Syahrudin Rasul, (2020: 8). Akuntabilitas adalah
kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan
seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Menurut Halim (2014: 83) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung
jawaban.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkap oleh
Sumpeno (2011 : 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggung
jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan
pemerintahan desa, pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah finansial
dengan alokasi dana desa salah satu komponen didalamnya, fungsi akuntabilitas

bukan hanya ketaatan kepada peraturan pemerinta. tetapi, fungsi akuntabilitas tetap



memperhatikan sumber daya secara bijaksana dan meningkatkan efisien dan
efektivitas.

Sedangkan menurut Waluyo (2009: 195) Akuntabilitas melipui pemberian
informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan
bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifits
yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam
menciptakan penyelengaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan
berlandasan good governance.

Tujuan dan pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas yang
harus dipertanggung jawabkan, berdasarkan apa yang telah sunguh-sunguh terjadi
serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi jika terjadi
penyimpangan atau hambatan maka harus segera di koreksi. Dan pelaksanaan
suatu kegiatan yang di harapkan masih mencapai apa yang di inginkan
akuntabilitas ini bukan hanya untuk mencari-mencari kesalahan tetapi untuk
menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi
sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan (Ghartey,
2004:308).

Berdasrkan observasi awal tentunya dalam pelaksanaan pengelolaan ADD
pada desa diloniyohu tidak sesuai dengan pendapat Waluyo (2009: 195) di mana
dalam penempatan akuntabilitas keuangan contohnya pertangung jawaban yang
mencakup laporan keuangan desa yang terdiri dari penempatan, penerimaan,

penyimpanan, serta pengeluaran tidak ada keterbukaan dengan masyarakat begitu



pula dalam program pembangunannya sering tidak ada yang namanya papan
proyek maka dari itu masyrakat tidak mengetahui pengelolaan pemerintah desa
sehingga membuat masyarakat berfikir bahwa pemerinta tidak akuntabilitas dalam
pengelolaan ADD tersebut.

Dan dalam hal ini pihak dari pemerintah desa yaitu kepala desa dan
pendamping desa seharusnya mampu bekerja sama dengan masyarakat desa dalam
mengelola ADD tersebut agar mensejahterakan masyarakat dan Dbisa
memberdayakan masyarakat, agar supaya tercipta suatu desa yang mampu
mengelola ADD dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan dalam bentuk
laporan.

Dilihat dari permasalahan di atas apabila setiap penyelenggara pemerintah
desa harus menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengambil
sebuah program baik itu sejak awal perencanaan pembangunan.

Dengan penelitian ini agar peneliti bisa mengetahui dan menganalisis
akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam mengelola Akuntabilitas
keuangan dan objek penelitian yang berada di Desa Diloniyohu Kecamatan
Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas sehingga menarik penulis untuk mengambil judul
dalam bentuk usulan penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten

Gorontalo”.



1.2 Rumusan masalah
Bagaimana Akuntabilitas  pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa
Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo?
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka maksud dari penelitian
ini adalah untuk memperoleh data Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa

Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto , Kabupaten Gorontalo

1.3.2 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan Menganalisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana

Desa pada Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

14 Manfaat Penelitian
Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademis dan praktis

yaitu antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
perkembangan konsep mengenai pelaksana pemerinta daerah, khususnya

mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa

b. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu acuan untuk

penelitian berikutnya yang sejenis



1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi dan masukan mengenai pelaporan anggaran alokasi dana desa.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada

masyarakat agar mengetahui pelaporan anggaran alokasi dana desa.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian pustaka
2.1.1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya
dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu
bidang ilmu akuntansi yang menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan
transaksi- transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tautan transparansi
dan akuntabilitas atas pencatatan transaksi- transaksi, dan pelaporan kinerja
pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi
pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terletak saat ini (Ghajali,2001:5).

Menurut Nordiawan (2009; 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan
dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggung jawaban yang
dilakukan pemerintahan dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat
dalam bentuk dan waktu yang tepat dalam periode yang di tentukan. Akuntansi
pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti
perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab atas penilaian kinerja pemerintahan
keuangan publik.

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya
peningkatan prinsip demokrasi, yaituh pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam

prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi



prasyarat dasar dari keberhasilan itu sendiri demokrasi tidak akan berjalan dengan
baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak di jalankan sebagaimana
mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara
merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu
pemerintahan (Darise,2009 :23).

Akuntansi merupakan sebuah konsep definisi dalil yang mengambarkan
dengan sistematis peristiwa akuntansi yang mengulas keberkaitan antara variabel
dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud bisa menjelaskan
dan meramalkan peristiwa atau fenomena yang bisa saja muncul menurut, Warren,
dkk (2009: 9) secara umum akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem
informasi yang menyediakan laporan untuk para pemagku kepentingan mengenai
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahan.

Menurut, Rudianto (2009: 14) bahwa akuntansi adalah aktivitas
mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan,
mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk
informasi keuangan. Menurut, Rizal Effendi (2013: 1) akuntansi merupakan proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengelolaan dan pengikhtisaran serta
pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu proses atau
organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

pengambilan keputusan.



Dari beberapa pengertian tentang akuntasi menurut para ahli dapat
disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi,
meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang
berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan

keuangan dan pengambilan keputusan.

2.1.2 Konsep dan Pengertian Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang
berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana dan
bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilakukan menurut Ghartey (2004: 308).

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban
yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo,2006) Akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan
dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat di
pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang —
undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai — nilai efisiensi,
efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan,

mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.
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Menurut Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan Ri Dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk
memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi suatu pihak yang memiliki hak
atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau
badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

2.1.3 Kebijakan Keuangan Desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait
dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desayang di kelola dalam
rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa di kelola atas
dasar asas- asas transparansi, partisipasi serta di lakukan tertib dan disiplin
anggaran.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam pemendagri nomor 133

tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:
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1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain
pendapatan asli desa,

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah atau kabupaten kota,

3. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara,

4. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
atau kota,

5. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten atau kota,

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain
pendapatan desa yang sah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dan Subroto (2009;31)
menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan
pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus anggaran dana

desa.

2.1.4 Pengertian Desa
Istilah desa berasal dari india, swedesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal
negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma

yang memiliki batas wilaya yang jelas (Yulianti dan poenormo, 2003;23) Menurut PP



12

nomor 72 tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati
oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut, (R.Bintaro) desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosian,
ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dalam
pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan, Menurut (Paul H
Landis) menjelaskan bahwa desa adalah daerah dimana hubungan pergaulan ditandai
dengan derajat infestasi yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.
Sedangkan, Menurut (Rifhi Siddiq) desa adalah suatu wilaya yang mempunyai
tinggkat pendapatan rendah yang di huni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang
bersifat humogen.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan juga
mengurus urusan pemerintahannya. Desa di pimpin oleh seperangkat pejabat desa
yang biasa di sebut sebagai pemerintah desa yang bertugas dan mengatur pelaksanaan
pemerintahan di tinggkat desa yang di kepalai oleh kepala desa dan di bantu oleh
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, desa berdasarkan dua faktor yaitu faktor asal-usul dan adat
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istiadat setempat yang mana di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia.

Menurut saya, desa merupakan salah satu unit paling bawah dalam sistem
pemerintahan di indonesia. Dalam peran, fungsi kontribusinya menempati posisi yang
strategis. Desa merupakan unit penting yang harus mendapatkan perhatian dari negara,
pemerintah desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana
permasalahan dimulai dari desa untuk itulah pemerintahan desa harus jujur,
profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

cepat dan tegas dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah peraturan desa
yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun
waktu satu tahun. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawara perencanaan
pembangunan desa. KepalaDesa bersama badan permusyawaratan desa (BPD
Menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa) yakni diolah dari
permendagri No. 113/2014 :

1. Pendapatan desa
Yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ada pun pendapatan berasal dari pendapaan asli desa, yakni dari hasil usaha,

hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli
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desa yang sah. Lalu, pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni dana
desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota.
2. Belanja desa

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka
pendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun klafikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintah
desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klarifikasi belanja
tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah
dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan
anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil
penjualan kekayaan desa di pisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan

adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.1.6 Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang di peroleh dari

pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
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pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk

desa, dalam penetapan sasaran ADD pemerintah harus melakukan perhitungan secara

cermat, oleh karena itu penetapan ADD secara tepat bagi masing-masing desa, sangat

di tentukan oleh ketersediaan data resmi yang ada baiknya, melalui data profil desa,

data monografi kecamatan, maupun data kabupaten/kota dalam angka. Namun, data

tersebut harus secara detail menggambarkan keadaan desa yang sesungguhnya

sehingga dalam proses perhitungan nilai bobot desa tidak terjadi kekeliruan dalam

penetapan ADD bagi masing-masing desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi:

).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
dan memperdayakan masyarakat.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha

milik desa (BUMDesa)
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Berdasarkan pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan

peruntukannya dengan persentase anggaran :

a). Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b). Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan
kepala desa dan perangkat desa, oprasiaonal pemerintahan desa,
tunjangan dan oprasional badan pemusyawaratan desa, dan insentif
dalam rukut tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Sedangkan, Menurut (Sahdan 2004 : 10) Alokasi Dana Desa atau yang disebut

ADD adalah dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan desa,

kewenangan desa mencakup :

1). Kewenangan asal usul (mengelolah sumber daya alam, peradilan adat,
membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (Rekognisi)
oleh negara.

2). Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruangan, ekologi,
pemukiman, membentuk organisasi lokal oleh pemerintah melalui undang-
undang.

3). Kewenangan delegatif-administrasi dari delagasi atau tugas pembantu dari

pemerintah.
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Menurut, Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian
keuangan desa yang di peroleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Menurut,
(nurcholis, 2011) mekanisme penjairan ADD dalam APBDesa di lakukan secara
bertahap atau di sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi dana desa dalam APBD di anggarkan dalam pemerinta desa, pemerinta
desa membuka rekening pada bank yang sudah ditentukan kemudian kepala desa
mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah melakukan
verifikasi di kecamatan. Kemudian, kabupaten/kota akan meneruskan berkas
permohonan tersebut kepada bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepada
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) setelah itu, akan di salurkan ADD Langsung
ke kas daerah kerekening desa.

2.1.7 Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan dana desa yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan
Tanggung Jawab yang mengacuh pada peraturan menteri dalam Negara Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan di kelola
berdasarkan asas-asas transparansi serta di lakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.
a). Asas-asas Transparansi adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan

desa dan terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait
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pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui dan di awasi oleh pihak yang
berwenang.

b). Tertib dan Disiplin Anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus di
laksanakan secara konsisten dan pencatatan atas pengunaannya harus sesuai
dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa
pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (permandagri No.113 tahun 2014).

2.1.7.1 Perencanaan

a). Sekretaris desa menyusun ranjangan peraturan desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
b) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
kepada kepala desa.
¢) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa
kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati
besama.
d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling
lambat bulan oktober tahun berjalan.
e) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau

sebelum lain paling lamabat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
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2.1.7.2 Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa
yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayanya maka pengaturannya
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pengadaan barang atau jasa di desa
diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2.1.7.3 Tanggung jawab

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa pasal 38, telah mengatur tahap pertanggung jawaban keuangan
desa yaitu sebagai berikut;

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan

3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan
dengan peraturan desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan dan

pembuatan laporan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang- undangan, Efisien, Efektif, Ekonomis dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan
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masyarakat setempat. Sebagian besar keuangan desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa, yang
di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektitkan program yang berbasis
desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan

dalam masa satu tahun anggaran.

2.1.8 Akuntabilitas Pengelolaan

Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan RI (2002:12) Dalam Subroto (2009), Akuntabilitas Pengelolaan adalah
kewajiban memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja
serta tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak
atau yang berwewenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan
dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau
meminta pertanggung jawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksanaan di

tingkat program daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasarkan pemikiran
Mohamad dkk (2004: 50) yaitu ;

a). Akuntabilitas keuangan : pertanggung jawaban yang mencakup laporan

keuangan yang terdiri dari penapatan / penerimaan, penyimpanan, serta

pengeluaran.
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pertanggung jawaban yang mencakup terkait hasil

pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian

tujuan tersebut adalah efektivitas

c¢). Akuntabilitas prosedural : pertanggung jawaban terkait pada pentingnya prosedur

pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian

hukum.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai barikut :

NO | Nama Judul Hasil Penelitian

1 Putri Akuntabilitas Hasil peneltian menunjukan bahwa
Ainunrohma Pengelolaan  Alokasi | sistem akuntabilitas perencanaan
Romantis Dana Desa (studi | dan pelaksanaan telah menerapkan
(2015) kasus pada | prinsip transparansi dan
Kecamatan Panarukan | akuntabilitas. Sedangkan,
Kabupaten Situbondo | pertanggung jawaban alokasi dana
tahun 2014) desa (ADD) baik secara teknis
maupun administrasi sudah baik,
namun harus tetap mendapat atau
diberikan bimbingan dari

pemerintah kecamatan.
2 Agus  subroto | penelitian Penelitian ini mengunakan metode
(2009) Akuntabilitas deskripsi  kualitatif. Perencanaan
Pengelolaan Dana | dan pelaksanaan kegiatan Alokasi
Desa (studi kasus | Dana Desa, sudah menampakan




22

Pengelolaan  Alokasi
Dana Desa di Desa-
Desa Dalam Wilaya
Kecematan
Tlogomulyo
Kabupaten
Tamanggung)

adanya pengelolaan yang akuntabel
dan transparan. Sedangkan dalam
pertanggung jawaban dilihat secara
hasil fisik sudah menunjukan
pelaksanaan yang akuntabel dan
transparan.

Selvia
(2020)

Demo

Judul penelitian
Analisis Pengelolaan
Alokasi Dana Desa
(studi kasus pada Desa
Nunuka  Kecamatan
Bolangitang Timur
Kabupaten = Bolaang

Mongondow Utara)

Hasil penelitian ini menunjukan
pada saat observasi awal yaitu
ditemui peneliti pada saat observasi
awal di Desa Bubunan dalam
pengelolaan alokasi dana desa
untuk transparansinya masih belum
di jalankan dengan baik, di mana
tidak ada papan
pengumuman atau papan informasi
mengenai  jumlah  pengeluaran
maupun pemasukan dalam
menjalankan kegiatan Alokasi Dana
Desa.

informasi di

2.2 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan definisi yang telah di kemukakan dalam latar belakang masalah
dan tinjauan pustaka, maka penulis mencoba mengembangkan suatu pemikiran

tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam sebuah kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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DESA DILONIYOHU

l

AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
DANA DESA

A4

\4 \ 4
PERENCANAAN | [ PELAKSANAAN | | TANGGUNG JAWAB

\

v el
HASIL ANALISIS

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab terdahulu maka yang menjadi objek
Penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa lokasi penelitian
Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode penelitian yang digunakan

Sebelum melakukan suatu penelitian harus di ketahui terlebih dahulu
mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
pemecahannya. Di tinjau dari jenis masalah yang diselidiki dan teknik yang
digunakan untuk penelitian, maka penulis mengunakan jenisw penelitian deskriptif
kualitatif.

menurut Bogdan dan Taylor dalam (Maleong, 2012:4) yang di maksud
dengan pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. (Maleong, 2012: 6) mengemukakan pengertian metode penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll,
secara holistik. dengan demikian jelas bahwa data kualitatif merupakan sebuah
metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap

suatu masalah dari pada terlihat sebuah permasalahan sehingga penelitian ini dapat
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memberikan gambaran yang jelas mengenai Alokasi Dana Desa pada Desa
Diloniyohu.
3.2.2 Oprasional Variabel

Menurut, Nazir (2003: 124) definisi oprasional merupakan suatu definisi yang
diberikan kepada variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau
mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu oprasional yang diperlukan

untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 3.1
Oprasional Variabel
Variabel Sub Variabel Indikator
Perencanaan 1. Penyusunan APBDesa

2. Penyampaian APBDesa kepada

(X1) kepala desa
3. Penyampaian APBDesa kepada

BPD

4. Persetujuan APBDesa
. Penempatan APBDesa oleh
Bupati/Walikota

9]

Pelaksanaan 1. Penyimpanan uang kas desa oleh

bendahara
(X2)

Pengelolaan 2. Pembuatan rincian anggaran biaya

Dana Desa 3. Pertanggung jawaban pelaksanaan
kegiatan

4. Pencatatan pembayaran oleh
bendahara

Tanggung jawab 1. Laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota
(X3) 2. Penyampaian laporan pertanggung
jawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota
3. Laporan pertanggung jawaban
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realisasi pelaksanaan APBDesa di
tetapkan dengan peraturan desa.

Sumber : Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

3.2.3 Informan Penelitian

Mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian informan merupakan

orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam

pengumpulan data cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan

data dari informan di kantor desa dimana jumlah informan dalam penelitian ini

sebanyak 4 orang, adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada

tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Informan Penelitian
Nomor Nama Informan Jenis Kelamin Jabatan
1. Hi Herry B. Theddy Laki-laki Kepala Desa
2. Kisman Lamude Laki-laki Sekertaris Desa
3. Risnawati Umar Perempuan Bendahara Desa
4. Sarina Perempuan Masyarakat

3.2.4 Jenis sumber data

a. Jenis data

Adapua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data

primer dan sekunder.

l.

Data Primer Merupakan sumber-sumber yang digunakan seorang peneliti

untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data yang di butuhkan dalam

sebuah penelitian baik primer maupun data sekunder (Mukhtar, 2013 :

107).
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2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh
peneliti tapi telah berjenjang melalui berbagai sumber tangan kedua atau
ketiga (Mukhtar, 2013: 100)

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan baik
melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan
metode pengambilan data primer di lakukan dengan cara wawancara
langsung terhadap pemerintah yang ada di desa.

2. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tuntas dan digunakan
terhadap objek penelitian dengan mengunakan berbagai referensi
perpustakaan sebagai kerangka penelitian. Misalnya : skripsi, jurnal,

internet, dan lain sebagainya.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara
dan dokumen. Observasi yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dan ini
jenis observasi partisipasi, penelitian terlibat dalam kegiatan yang dilakukan aparat
desa dan hanya sebagai pengamat. Untuk wawancara mengunakan wawancara
semiterstuktur, untuk menemukan permasalahan lebih terbuka. Sedangkan

dokuntasinya berbentuk dokumen dan gambar. Dengan melakukan observasi,
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wawancara dan dokumentasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pengumpulan
data dilakukan sekama jam kerja.

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengamati perilaku
subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke
lapangan agar supaya mengetahui hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan
dengan data yang dibutuhkan (Ghony, 2012: 165).

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data atau menambah
informasi tentang transparansi dan Akuntabilitas dalam mengelolah anggaran dana
desa pada desa Diloniyohu Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo apakah sudah
sesuai dengan UU. 6 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah desa dalam

mengelolah alokasi dana desa.

3.2.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengelolah data hasil
penelitian. Analisis data pada penelitian ini akan berkembang selama dan setelah
pengumpulan data. Tahapan dalam penlitian ini menggunakan model analisis
menurut Miles dan Huberman melalui tiga alur dalam analisis data yang dilakukan
secara bersamaan, yaituh:
1. Reduksi data. Pada saat pengumpulan data dari lapangan akan banyak yang
diperoleh, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah
dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dan segera dilakukan
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analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari
tema dan polanya. Pada saat data yang sudah direduksi maka akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, untuk itu bisa mempermudah peneliti
dalam melakukan pengumpulan data berikutnya dengan mudah, apabila
sewaktu-waktu diperlukan. Ada alat yang bisa dilakukan jika ingin mereduksi
data yaitu mengunakan komputer mini dentgan cara memberikan kode pada
aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang
tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data
kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan-penjelasan sebagai
hasil wawancara dari para informan.

3. Penarikan kesimpulan. Setelah proses penyajian data dilakukan maka akan
ditarik kesimpulan. Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian kualitatif salah
satu cirinya adalah bersifat subyekitif, maka hasil dari kesimpulan tersebut
berdasarkan analisis peneliti sendiri.

3.2.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian di jadwalkan dari bulam oktober 2020 sampai
dengan bulan april 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :



Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
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April

No Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mart
1 Pengajuan Judul
2 Pengumpulan Data
3 Pengajuan Rancangan
Proposal
4 Ujian Proposal
5 Penelitian Lapangan
6 Penyusunan Skripsi
7 Ujian Skripsi

Ket : |l Pelaksanaan Kegiatan
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BAB YV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Desa Diloniyohu

Asal usul Desa Diloniyohu tidak terlepas dari sebuah desa yang sangat syarat
dengan kegiatan keagamaan, bernuansa religious dan terkenal taat dan patuh terhadap
aturan agama maupun aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta giat
memajukan perekonomian baik dalam lingkup keluarga maupun desa. Terdapat dua
versi tentang sejarah Desa Diloniyohu yakni:

1. Desa Diloniyohu bersal dari suku kata bahasa Gorontalo “Diniyohu” yang
artinya “Berlendir” oleh karena sungai Diloniyohu pada waktu itu ditempai oleh
ikan gabus dengan jumlah yang cukup banyak sehinga sungai tersebut
Modiniyohu yang aritnya berlendir. Kemudian pada tahun 1913 nama Diniyohu
tersebut telah dibakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan
Diloniyohu, sehingga sampai dengan saat ini nama desa tersebut menjadi Desa
Diloniyohu.

2. Desa Diloniyohu sejak tahun 1850 sudah mengenal pemerintah desa yang pada
saat itu seorang kepala desa memperoleh gelar adat atau dalam bahasa Gorontalo
adalah Pulanga, sebutan nama yang benar-benar dijaga dan dilestarikan. Oleh

karena gelar tersebut adalah pemberian oleh adat istiadat Gorontalo.
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Desa Diloniyohu adalah salah satu dari 13 desa yang berada dikecamatan

Boliyohuto Kab. Gorontalo, berada 2,5 Km dari pusat pemerinttahan Kecamatan

Boliyohuto dan 63 Km dari ibu kota Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi

Visi dan Misi dari Desa Diloniyohu yakni sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Desa Diloniyohu Yang Mandiri Berwawasan Lingkungan Di Sektor

’

Pertanian, Peternakan, Kesehatan Dan Pendidikan’

Misi:

Misi: Mewujdukan Desa Diloniyohu yang mandiri mengedepankan tata kelola

desa yang baik dan bersih:

1.

Penataan manajemen administrasi pemerintahan desa dan pendapatan asli
desa (PAD)

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menignkatkan kapasitas sumber daya aparatur desa, BPD dan lembaga
kemasyarakatan desa sebagai garda tersedepan dalam pengelolaan
administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pelatihan,
Bimtek dan magang studi banding ke desa-desa yang telah berkembang dan
maju.

Meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan
lembaga-lembaga desa

Pemenuhan sarana penunjang kerja Pemdes, BPD dan lembaga

pemasyarakatan desa
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Memberikan reward/penghargaan kepada aparatur desa yang berkinerja
Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
Mengupayakan pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat ekonomi
produktif yang ingin mengembangkan usahanya baik melalui BUMDES
mapun melalui Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)
Mengupayakan dan melakukan pembangunan dan meningkatkan sarana
prasarana perekonomian jalan dan jembatan, listrik, air bersih, sanitasi

lingkungan dan rumah layak huni.

Misi: Mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan

1.

3.

Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi
dasar pembuatan MCK dan draenase yang dikembangkan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingungan hidup
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk
memanfaatkan dan mengolah potensi sumber daya alam yang ada, dengan
menerapkan teknologi tepat guna

Megupayakan pembuatan jalan rambat beton

Misi: Mewujudkan pertanian yang ramah lingungan dan mampu besaing

dipasar global agar terwujud swasembada desa.
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Membangun/Memperbaiki sarana dan prasarana inftrastruktur yang
dibutuhkan masyarakat baik sektor pertanian dan peternakan seperti saluran
irigasi dan jalan usaha tani

Bekerja sama dengan petugas penyuluh pertanian guna meningkatkan
produksi hasil pertanian dalam upaya penyerapah alih teknologi pertanian
Mengupayakan pemberian bantuan benih, pupuk dan pestisida termasuk
alsintan kepada kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam wadah
Gapoktan

Mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui

pelatihan dan bimtek kepada kelompok tani

Misi: Mewujudkan sektor peternakan

1.

Meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa berbasis pertanian dan
peternakan
Mengupayakan pemberian bantuan bibit ternak kepada anggota masyarakat

dan kelompok tani

Misi: Mewujudkan masyarakat yang sehat

1.

Mengatasi masalah kesehatan sejak dini dan sederhana melalui upaya
peningkatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan, melalui gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan
tidak membuang air besar disembarangan tempat dengan cara membuat

saluran pembaungan sanitasi dan jambanisasi kepada masyarkaat.
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2. Menggemahkan gerakan sayang ibu dan anak dan pemberian makanan

tembahan.

Meningkatkan status gizi masyarakat terutama bayi, bailita dan anak-anak,
ibu hamil dan menyusui dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada
melalui pembentukan pos gizi dan pelatihan kader kesehatan.
Mengupayakan pembangunan sarana pelayanan kesehatan seperti pos
kesede/pustu, posyandu, polindes, dan ketersediaan tenaga kesehatan

disetiap dusun secara proporsional.

Misi: Mewujudkan masyarkat yang berpendidikan

1.

Menignkatkan sumber daya menusia melalui pendidikan formal maupun
non formal bagi anak usia sekolah agar mendapat kesempatan yang sama
dalam memperoleh ilmu pengetahuan

Mengupayakan pembangunan infrastruktur pendidikan dan ketersediaan
tenaga pendidik diseluruh dusun secara proporsional

Meningkatkan prestasi masyarkaat dalam pengembangan pendidikan
Meningkatkan peran tenaga pendidik agama, lembaga keagamaan dan
pemuka agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada

masyarakat.

Selain itu juga, berdasarkan Peraturan Desa Diloniyohu tahun 2017 tentang

susunan orngaisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Diloniyohu, maka struktur

organsiasi Desa Diloniyohu dapat digambarkan sebagai berikut:
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Hiludeyiletu Utara

Hiludeyiletu Selatan

Ketua BPD Kepala Desa
Sekretaris Desa

Kasi Pemerintahan

Kaur Tata Usaha
Kasi Kesejahteraan

Kaur Perencanaan

Kasi Pelayanan
—  Kaur Keuangan
Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun

Alen

Sumber: Pemerintah Desa Diloniyohu

4.1.2 Tata Kelola Dana Desa Diloniyohu

Desa Diloniyohu setiap tahunnya mengelola dana desa yang digunakan dalam

melaksanakan pembangunan desa dan pelanan masyarakat yang ditungakan dalam

setiap program kerja Desa Diloniyohu. Adapun dalam pengelolaannya, tentu harus

dilaksanakn dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta patuh dan taat

terhadap regulasi yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Diloniyohu

bahwa:
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“tata kelola dana desa Diloniyohu disusun berdasarkan modul Permendagri

No. 113 Tahun 2014 tentang pegnelolaan keuangan desa, sebagai dasar

acuan serta juknis aturan tentang keuangan lainnya mengenai pengelolaan

anggaran keuangan desa” (Hery B.T, 2021)

Berdasarkan keterangan wawancara di atas menunjukan Desa Diloniyohu
dalam pengelolaan dana desa telah menerapakan tata kelola keuangan desa yang
berpedoman dasar pada modul Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014
tetang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam prakteknya komponen

pengelolaan keungan Desa Diloniyohu terdiri atas kegiatan perencanaan, kegiatan

pelaksanaan dan kegiatan pertanggung jawaban keuangan desa.

Gambar 4.2
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Diloniyohu
Kegiatan Perencanaan .| Kegiatan Pelaksanaan | Kegiatan Pertangung
Keuangan Desa Keuangan Desa "| Jawaban Keuangan Desa

Berdasarkan gambar di atas, maka tata kelola keuangan pada Desa Diloniyohu
dijelaskan sebagai berikut:
4.1.3 Kegiatan Perencanaan Keuangan Desa
Jika didasarkan pada modul tata kelola keuangan desa pada Permendagri No.
113 tahun 2014 APBDes disusun dan datetapkan dengan mekanisme langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris

Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
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Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
(RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;

Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan antara Kepala Desa dan BPD;

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama
sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi. Apabil a hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa
dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu

APBDes tahun anggaran sebelumnya;
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7. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berjalan.
Perencanaan keuangan desa pada Desa Diloniyohu didasarkan pada Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa
antara pemerintah desa dengan masyarakat serta melibatkan komponen kelembagan
desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam wawancara dengan
Sekretaris Desa dan Pengurus BPD dijelaskn bahwa:

“Penyusunan program desa yang tertuang dalam RKPDes dilaksanakan
bersama-sama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa, serta
dihadri oleh unsur kelembagaan desa yakni BPD dan LPM. Kehadiran
masyarakat diharapakan dapat memberikan usulan kegiatan yang dibutuhkan
kemudian dibahas bersama dalam forum musyawarah tersebut. Pemerintah
desa kemodian menyusun RKPDes yang merupakan program kegiatan
prioritas di Desa Diloniyohu. Setelah pembahasan RKPDes kemudian
dibahas sumber pendanaan yang akan dianggarkan untuk membiayai rencana
program kegiatan tersebut, sehingga melahirkan APBDes yang nantinya akan
disepakati bersama serta disahkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan
Desa” (Kisman L, 2021)

“Selaku penguurs BPD turut andil dalam proses penysunan RKPDes hingga
melahirkan APBDes, agar program yang nantinya akan direlaisasikan
merupakan program prioritas desa mengingat jumlah dana yang terbatas
dimiliki oleh desa. Sebagai perwakilan masyarkat RKPDes dan APBDes akan
disepakati bersama dan disahkan dalam Peraturan Desa kemudian
disampaikan ke Bupati melalui camat” (Sarina, 2021)
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa proses perencanaan
keuangan desa tertian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
dimana APBDes disusun berdasarkan RKPDes yang telah disepakati bersama melalui

forum musyawarah desa yang melibatkan suluruh komponen masyarakat Diloniyohu

dan BPD serta lembaga desa lainnya. Adapun seluruh rencana program kegiatan yang
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disepakati merupakan cermanan kebutuhan masyarakat serta merupakan program
prioritas desa sebagaimana yang terutan dalam dalam RPJMDes dan Visi dan Misi
Desa Diloniyohu. Dimana secara umum rencana program kerja desa dan sumber
pendanaannya yang terutan dalam APBDes Diloniyohu mencakup program kegiatan
yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa lainnya.

Selain itu juga, RKPDes dan APBDes yang telah disepakati dalam forum
musyawarah desa kemudian diserahkan kepada BPD Diloniyohu untuk disahkan dan
dibuatkan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kemudian diserahkan kepada Bupati
melalui Camat. Dalam proses penyusunan hingga penetapan APBDes harus
dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Berdasarkan
mekanisme langkah-langkah penyusunan dan penetapan APBDes di atas, maka

secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3

Mekanisme Penyusunan APBDes Pemendagri No.113 Tahun 2014
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4.1.4 Kegiatan Pelaksanaan APBDes

Pada kegiatan pelaksanaan APBDes merupakan kegiatan untuk
merealisasikan anggaran melalui program-program kegiatan desa Diloniyohu yang
telah disusun dan disepakati bersama sebelumnya. Pada proses ini Tim Pelaksana
Kegiatan memiliki peran besar didalam melaksanakan program-program tersebut.
Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk oleh pemerintah desa Diloniyohu dan memiliki
tanggung jawab penuh didalam merealisasikan program kegiatan desa berdasarkan
program-program dalam APBDes. Dalam merealisasikan maka Pelaksana Kegiatan
menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk setiap program sebagaimana
tercantum dalam APBDes Diloniyohu. Proses pencairan anggaran dilakukan dengan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang didasarkan pada RAB pada
setiap kegiatan. Berikut ini adalah alur proses pencairan anggaran untuk
merealisasikan program kegiatan pada Desa Diloniyohu:

Gambar 4.5
Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Desa Diloniyohu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDes)

l

Rencana Anggaran Biaya
(RAB)

\ 4

Surat Permintaan Pembayaran
(SPP)
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Tim Pelaksana Kegiatan memiliki peranan besar didalam melaksanakan
program desa serta bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan tersebut. ~ Berikut
adalah hasil wawancara dengan pemerintah desa tetang pelaksanan APBDes Desa
Diloniyohu:

“Kepala Desa melalukan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan untuk
melaksanakan program desa. Pelaksana Kegiatan kemudian menyusun dan
mengajukan RAB serta melampirkan SPP dan dokumen pendukung lainnya. SPP
dilakukan setelah barang dan jasa diterima, melakukan pencatatan kas dengan
buku pembantu untuk pertanggung jawaban. Kepala Desa dalam hal ini
mengesahkan dan menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi
sebelumnya oleh Sekretaris Desa” (Hery B.T., 2021)

Pada kegiatan pelaksanaan APBDes, Pelaksana Kegiatan didalam
merealisasikan anggaran dalam RAB dibantu menggunakan buku kas pembantu
untuk melakukan pencatatan keuangan sebagai buku kontrol setiap aktivitas
penerimaan dan pengeluaran anggaran serta sebagai bentuk pertanggung jawaban
anggaran selama pelaksanaan kegaiatan. Selain itu juga, Pelaksana Kegiatan selalu
melakukan koordinasi dan konsultasi sehubungan dengan jalannya pelaksanaan
program sesusai dengan kebutuhan dan capaian yang diingikan berdasarkan RKPDes
yang telah disusun sebelumnya.

Proses jalannya pelaksanaan APBDes juga tidak terlepas dari peran Sekretaris
Desa didalam memastikan bahwa pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan apa yang

telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga, Sekretaris Desa berperan didalam

menjamin tahapan didalam merealisasikan anggaran dalam RAB yang diusulkan oleh
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Pelaksana Kegiatan telah sesuai dan didukung oleh dokumen-dokumen lainnya. Hal
ini dijelaskan dalam wawancara berikut:
“sebelum disahkan oleh Kepala Desa, dilakukan verifikasi RAB dan dokumen
SPP serta memastikan besarnya perhitungan tagihan dalam dokumen-
dokumen tersebut. Pelaksana Kegiatan wajib melengkapi dokumen dan
melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan dalam perhitungan dan
kekurangan dokumen pendukung” (Kisman L., 2021)
Setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala
Desa, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pencaiaran anggaran oleh Bendahara
Desa. Berikut penjelasannya:
“jika dokumen telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa maka dilakukan
pembayaran. Akan tetapi anggaran tidak dicairkan sekaligus, melainkan secara
bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Setiap pengeluaran dilakukan
pencatatan dan penatausahaan beserta penerimaan potongan dan pajak yang
diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Risnawati, 2021).
Bendahara Desa akan melakukan pencairan terhadap SPP apabila telah
memperoleh persetujuan dan disahkan oleh Kepala Desa. Bendahara Desa dalam hal
ini melaksanakan kegiatan pencatatan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan
dokumen-dokumen yang ada dan telah memperoleh validasi serta otorisasi dari
Kepala Desa. Seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara
sistematis (teratur dan masuk akal/logis) berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur
tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan

keuangan. Bagi pemerintah desa, kegiatan penatausahaan keuangan oleh Bendahara

Desa mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, dimana
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kegiatan penatausahaan menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

4.1.5 Kegiatan Pertanggungjawaban APBDes
Penyampaian laporan keuangan atas pengelolaan keuangan desa merupakan
bagian dari kegiatan pertanggung jawaban keuangan desa. Dimana laporan keuangan
desa mecakup pertangung jawaban yang berhungan dengan hasil pekerjaan yang telah
direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Pada laporan keuangan tersebut terdiri atas
penyajian inforamsi sehubungan dengan program yang telah direalisasikan dalam
periode yang bersangkutan. Laporan realisasi APBDes Diloniyohu untuk satu periode
disampaikan kepada masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta
kepada Camat. Dimana dalam laporan tersebut mencakup:
1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi APBDes per kegiatan
3. Laporan realisasi APBDes bulanan, triwulan, semester
4. Laporan kekayaan milik desa
5. Laporan realisasi APBDes Sumber dana
6. Laporan realisasi penggunaan dana desa
7. Laporan pendukung lainnya seperti Buku kas umum, pembantu bank,
pembantu penerimaan, pembantu kegiatan, pembantu pajak, buku rekapitulasi

panjar, register kwitansi pembayaran, spp kegiatan dan dokumen lainnya.
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“laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun dan disajikan
sedemikian rupa berdasarkan pedoman yang berlaku, kemudian disampaikan
melalui forum musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban kemudian
ditetapak dengan Peraturan Desa, selanjutnya laporan tersebut diteruskan
kepada BPD dan Bupati melalui Camat” (Kisman L., 2021)

Bentuk dari kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa
Diloniyohu dilakukan didepan forum musyawarah desa yang dihadiri seluruh unsur
dan masyarakat desa, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada BPD dan Bupati
melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban disahkan dan ditetapakn melalui
Peraturan Desa. Selain itu juga, bentuk pertangung jawaban pemerintah desa
Diloniyohu diampaikan melalui media papan reklami yang dipasang didepan Kantor
Desa Diloniyohu yang secara ringkas menggambarkan program kegiatan yang
dicanagkan dan direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan pelaporan dan pertanggung
jawaban diharapkan memperoleh respon dari masyarkakat guna sebagai evaluasi dan
penilaian terhadap kinerja aparat desa dalam satu periode anggaran. Serta kegiatan
tersebut sebagai wujud dalam menjunjung tinggi aspek transparansi dan akuntablitas
dalam pengelolaan keuangan Desa. Respon masyarakat desa Diloniyohu diharapakan
dapat menjadi bahwan masukan didalam meningkatkan kualitas program kegiatan

dan kinerja layanan pemerintah desa dalam upaya membangun dan memajukan

masyarakat didesa Diloniyohu.
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Jika didasarkan pada pedoman pertanggung jawaban pada Permendagri No.

113 tahun 2014, maka proses pelaksanaan pertanggung jawaban pemerintah Desa

Diloniyohu yakni dijelaskan sebagai berikut:

1.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, terdiri dari

pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa dilampiri:

a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun
Anggaran berkenaan;

b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

¢) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke
desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian

tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi

yang mudah diakses oleh masyarakat.
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7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media
informasi lainnya.

8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling

lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas maka aspek
akuntabilitas pada alokasi dana desa Diloniyohu dapat dijelaskan sebagai berikut:
4.2.1 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Perencanaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan perencanaan keuangan dana desa jika didasarkan
pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup aspek penyusunan APBDes,
penyampaian APBDesa kepada kepala desa, penyampaian APBDesa kepada BPD,
persetujuan APBDesa dan penyampaian APBDesa oleh Bupati/Walikota. Aspek-
aspek perencanaan keuangan pada desa Diloniyohu telah dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa pada tahapan penyusunan APBDes
melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui forum musyawarah desa serta
dihadiri oleh BPD dan kelembagaan desa lainnya. Penyusunan perencanaan keuangan
desa dalam forum musyawarah desa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah
desa Diloniyohu dalam menjunjung tinggi unsur keterbukaan dalam proses

prencanaan keuangan desa, sehingga transparansi dalam penyusunan RKPDes dan
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APBDes merupakan bagian dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
terutama pada tahapan perencanaan keuangan desa.

Selain itu juga, melalui forum musyawarah desa akan menghasilakan program
yang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui program-
program prioritasnya dan sumber pendanaannya, sehingga kesepakatan-kesepakatan
tersebut terutuang dalam RKPDes dan APBDes yang kemudian disetujui bersama
serta disahkan dalam Peraturan Desa Diloniyohu dan disampaikan kepada BPD dan
Pemerintah Kabupaten melalui Camat. Sehingga secara keseluruhan, tahapan proses
kegaitan perencanaan keuangan desa Diloniyohu telah dilaksanakan sesuai pedoman

dalam Permendagri No. 113 tahun 2014.

4.2.2 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan pelaksanaan keuangan dana desa jika didasarkan
pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup penyimpanan uang kas desa oleh
bendahara, pembuatan rincian anggaran biaya, pertanggung jawaban pelaksanaan
kegiatan dan, pencatatan pembayaran oleh bendahara. Berdasdarkan hal tersebut hasil
penelitian menunjukan kejelasan peran dari masing-masing aparat desa pada kegiatan
pelaksanaan dan realisasi anggaran merupakan bentuk akuntabilitas yang ditunjukan
oleh Pemerintah Desa Diloniyohu.

Pemerintah desa Diloniyohu dalam hal ini Kepala Desa membentuk tim
pelaksana kegiatan untuk merealisasikan program kegiatan desa, diaman pelaksana

kegiatan mengusulkan RAB dan SPP serta melakukan pencatatan keuangan melalui
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buku pembantu. RAB dan SPP serta dokumen pendukungn lainnya sebelum disahkan
dan disetujui oleh Kepala Desa, terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa
sehubungan dengan kebenaran angka-angka dalam RAB dan pemeriksanaan
kelengkapan dokumen. Setelah divalidasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh
Kepala Desa, maka RAB dan SPP yang diusulkan oleh Pelaksana Kegiatan akan
dicairkan secara bertahap oleh Bendahara Desa setelah dokumen diterima. Bendahara
Desa selain melakukan pencairan terhadap realisasi RAB, juga melakukan
penatausahaan dana desa baik dana yang masuk maupun keluar, sehingga kegiatan
penatausahaan menghasilka laporan keuangan sebagai bentuk pertangungg jawaban
atas pengelolaan keuangan Desa.

Sehingga secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan adanya peran dari
masing-masing aparat desa dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan dana desa baik
dari tahapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan fungsinya, peran Sekretaris
Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa tentu akan menghasilkan pola akuntabilitas
seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Kejelasan prosedur
dan ketelitian dalam memverifikasi dokumen hingga pada tahapan pencaiaran RAB
merupakan aspek penting dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dana desa
Diloniyohu sehingga pengelolaan dana desa disajikan berdasarkan Permendagri No.

113 Tahun 2014.
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4.2.3 Akuntabilitas Dalam Kegiatan Pertangungjawaban Dana Desa

Akuntabilitas pada kegiatan pertanggung jawaban dana desa jika didasarkan
pada Permendagri No. 113 tahun 2014 mencakup laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota, penyampaian laporan pertanggung jawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, laporan pertanggung
jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan peraturan desa. Jika
didasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertangung jawaban
telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Diloniyohu.

Pada tahapan pertangungjawaban dana desa, pemerintah desa Diloniyohu
menyampaiakan laporan keuangan dan laporan pertangung jawaban melalui forum
musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa serta dihadiri
oleh BPD. Laporan keuangan yang dihasil diantaranya laporan realisasi APBDes
serta laporan capaian kinerja dari masing-masing program kegiatan yang
direalisasikan. Selin itu juga, laporan keuangan desa dipajang dalam media papan
informasi APBDes sehingga masyarakat dapat melihat rincian anggaran preprogram
kegiatan secara jelas. Penyampaian laporan pertanggung jawaban melalui forum
musyawarah desa dan media informasi lainnya merupkaan bagian dari akuntabilitas
public serta diharapakan dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan umpan balik atas
laporan pertangungn jawaban yang disajikan dalam forum tersebut.

Laporan pertangung jawaban tersebut setelah dinilai dan dievaluasi kemudian
disahkan oleh Kepala Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa kemudian

diserahkan kepada BPD dan Pemerintah Daerah melalui Camat. Sehingga secara
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keseluruhan jika dinilai, bahwa pemerintah desa Diloniyohu telah melaksankaan
kegiatan pertangungjawana dana desa sesuai sengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Kegiatan pengeinformasian atau publikasi laporan realisasi anggaran Desa
Diloniyohu dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui berbagai
hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian,
saran dan koreksi konstruktif dari masyarakat terhadap pemerintah desa sangat
dibutuhkan. Akan tetapi, masih rendahnya partisipasi masyarakat serta rendahnya
SDM menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan pelaporan
dan pertangung jawaban sehingga kurangnya umpan balik serta evaluasi dalam
bentuk masukan, saran dan koreksi terhadap kinerja pemerintah Desa Diloniyohu
dalam mengukur kinerja pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa dan
efektivitas pelaksanaan program kegiatan desa.

Secara keseluruhan, nasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mohamad
dkk (2004: 50) dimana akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasarkan
pemikiran yaitu ; 1) Akuntabilitas keuangan : pertanggung jawaban yang mencakup
laporan keuangan yang terdiri dari penapatan / penerimaan, penyimpanan, serta
pengeluaran. 2) Akuntabilitas manfaat : pertanggung jawaban yang mencakup terkait
hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian
tujuan tersebut adalah efektivitas, dan 3). Akuntabilitas prosedural : pertanggung
jawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan
asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

BABV
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya menunjukan bahwa pengelolaan dana desa pada desa Diloniyohu telah
mecerimikan nilai-nilai akuntabilitas seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, baik mencakup akuntabiltias pada kegiatan
perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa dan pertangungjawaban dana desa.
forum musyawarah desa merupakan wadah penting didalam melaksanakan kegiatan
akuntabilitas dan transparansi sehubungan dengan pelaksanaan program desa. Melalui
forum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan dan mengevaluasi kinerja
pemerintah desa, baik dari sejak tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban.

Akan tatapi besarnya partisipasi masyarakat dinilai masih tergolong rendah
terutama pada proses kegiatan perencanaan dan pertangunggng jawaban pelaksanaan
program kagitan desa dan pelaporan keuangan dana desa, sehingga tidak sedikit
terjadi  kesalahan informasi yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan
program-program pada saat pelaksanaan kegiatan program desa. selain itu juga,
tingkat pemahaman masyarakat juga dinilai masih rendah sehingga Pemerintah Desa
Diloniyohu agar setiap program kegatian dapat disosialisasikan dengan baik dan

terterima kepada masyarakat.

5.2 Saran
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Adapun yang manjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Desa Diloniyohu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
dan arus informasi kepada masyarakat terhadap program-program yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terutama program pembangunan
fisik, sehingga tidak terjadi mis informasi antara pemerintah desa dengan
masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitin sehubungan dengan
dampak yang dihasilakan pemerintah desa apabila rendahnya pemahaman dan

partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa..
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HASIL WAWANCARA

1. Bagaimanakah akuntabilitas keuangan dana desa Diloniyohu?

“tata kelola dana desa Diloniyohu disusun berdasarkan modul Permendagri No.
113 Tahun 2014 tentang pegnelolaan keuangan desa, sebagai dasar acuan serta
juknis aturan tentang keuangan lainnya mengenai pengelolaan anggaran keuangan
desa” (Hery B.T, 2021)

2. Bagaimanakah akuntabiltias perencanaan keuangan dana desa Diloniyohu?

“Penyusunan program desa yang tertuang dalam RKPDes dilaksanakan bersama-
sama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa, serta dihadri oleh unsur
kelembagaan desa yakni BPD dan LPM. Kehadiran masyarakat diharapakan dapat
memberikan usulan kegiatan yang dibutuhkan kemudian dibahas bersama dalam
forum musyawarah tersebut. Pemerintah desa kemodian menyusun RKPDes yang
merupakan program kegiatan prioritas di Desa Diloniyohu. Setelah pembahasan
RKPDes kemudian dibahas sumber pendanaan yang akan dianggarkan untuk
membiayai rencana program kegiatan tersebut, sehingga melahirkan APBDes yang
nantinya akan disepakati bersama serta disahkan oleh Kepala Desa melalui
Peraturan Desa” (Kisman L, 2021)

“Selaku penguurs BPD turut andil dalam proses penysunan RKPDes hingga
melahirkan APBDes, agar program yang nantinya akan direlaisasikan merupakan
program prioritas desa mengingat jumlah dana yang terbatas dimiliki oleh desa.
Sebagai perwakilan masyarkat RKPDes dan APBDes akan disepakati bersama dan
disahkan dalam Peraturan Desa kemudian disampaikan ke Bupati melalui camat”
(Sarina, 2021)

3. Bagaimanakan akuntabilitas pelaksanaan keuangan dana desa Diloniyohu?

“Kepala Desa melalukan penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan untuk
melaksanakan program desa. Pelaksana Kegiatan kemudian menyusun dan
mengajukan RAB serta melampirkan SPP dan dokumen pendukung lainnya. SPP
dilakukan setelah barang dan jasa diterima, melakukan pencatatan kas dengan
buku pembantu untuk pertanggung jawaban. Kepala Desa dalam hal ini
mengesahkan dan menyetujui permintaan pembayaran yang telah diverifikasi
sebelumnya oleh Sekretaris Desa” (Hery B.T., 2021)
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“sebelum disahkan oleh Kepala Desa, dilakukan verifikasi RAB dan dokumen SPP
serta memastikan besarnya perhitungan tagihan dalam dokumen-dokumen tersebut.
Pelaksana Kegiatan wajib melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan jika
ditemukan kesalahan dalam perhitungan dan kekurangan dokumen pendukung”
(Kisman L., 2021)

“jika dokumen telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa maka dilakukan
pembayaran. Akan tetapi anggaran tidak dicairkan sekaligus, melainkan secara
bertahap sesuai dengan progress pekerjaan. Setiap pengeluaran dilakukan
pencatatan dan penatausahaan beserta penerimaan potongan dan pajak yang
diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Risnawati, 2021).

. Bagaimanakah akuntabilitas pertanggung jawaban dana desa Diloniyohu?

“laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa disusun dan disajikan
sedemikian rupa berdasarkan pedoman yang berlaku, kemudian disampaikan
melalui forum musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban kemudian ditetapak
dengan Peraturan Desa, selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada BPD dan
Bupati melalui Camat” (Kisman L., 2021)
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